
 

Menimbang 

Mengingat 

► 

BUPATI LEBONG 
PRoVINs1aENGKULU 

PERATlJRAN D 
NOM~RRAH

2 
KABuPATEN LEBONG 

TAHUN2019 

TENTANG 

PT BPE'lfYERTAAB MODAL DAERAH PADA 
. ANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU 

DERGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BuPATI LEBONG, 

a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan 
Daer~ dan pelayanan kepada masyarakat, 
Pemenntah Daerah perlu melakukan Penyertaan 
Modal untuk mendukung kegiatan usaha yang 
dilakukan oleh Pr. Barne Pembangunan Daerah 
Bengkulu; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila 
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 
berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
tentang Penyertaan Modal Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan 
Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah 

Benglrulu. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. 

3. 

U~dang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Benglrulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahw1 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2828); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003. Nomor .47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

-



 

4. Undang _ Und 

5. 

6. 

7. 

8. 

Pembentukan rg Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Kepahiang di Pr a~up_aten Lebong dan Kabupaten 

Republik Ind o~ns1 Bengkulu (Lembaran Negara 

Tambahan i:ne5ia Tahun 2003 Nornor 154, 

Nomor 4349); mbaran NegaraRepublik Indonesia 

Undang _ u d 
Perbendah n ang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Re . araan Negara (Lernbaran Negara 

T publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

N ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
omor 4355); 

Un~ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Penmbangan Keuangan An.tarn Pernerintah Pusat 

dan ~emerintahan Daerah (Lernbaran Negara 

Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

· terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemb.aran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 



 

12. Perah,--
20 .. "-Ui:Ul Menteri Dal . 

06 tentan am Negen Nomor 13 Tahun 
Daerah, seba g . Pedoman Pengelolaan Keuan an 

terakhir deng!n~ana telah diubah beberapa fa1i 
Nomor 2 J. Tab era.turan Menteri Dalarn Negeri 

atas Pera.turan ~e~~ l ~ ten tang Perubahan kedua 
Tahun 2006 t en Dalatn Negeri Nomor 13 

Keuanga Daerah en~g Pedoman Pengelolaan 

Tahun 2011 No (Benta Negara Republik Indonesia 
mor 310); 

Dencan PeraetuJuan Benama 

DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG 

Menetapkan : 

Dan 

BuPATILEBONG 

MEIWTUSKAN: 

PERATURAN D 
MODAL DAERAH 'AERAH TENTANG PENYERTAAN 

DADRAH B PADA PT. BANK PEMBANGUNAN 
~ ENGKULU. 

BARI 
KETENTUAN UMUM 

Paaal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Dae~ adalah Kabupaten Lebong; 

2. Pemenntah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong· 

3 . Bupati adalah Bupati Lebong; ' 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingka.t DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong·sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; ' 

5. Penyertaan Modal Daerah adalah penggunaan untuk memperoleh 

manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, manfaat sosial atau 

manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; 

6. Perseroan Terbatas Bank Bengkulu yang selanjutnya disebut Bank Pf. 

Bank Pembangunan Daerah Bengkulu adalah PI'. Bank Pembangunan 

Daerah Bengkulu; 
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; 

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam 

kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; 
g. Kas Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 

adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk rnelaksanakan sebagian tugas 

BUD· 
10. Angg~an Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pernerintah Daerah yang 

disetujui DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 



 

I 11. Tahun An 
Januan ~-adaJah 1'ahun 

ditetapkan 1 pat dengan 31 ~laksanaan APBD yang dimulai dari 1 

tinggi. a..tn daJarn J>era esember tahun berjalan, kccuali 

turan perundang-undangan yang Jebih 

BABn 
TUJU.AN 

Pasa12 

( 1) Penyertaan Modal 0 

Be~gku]u bertujuan aerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah 

sehmgga diharapk llntuk memperkuat struktur permodalan 

me . nL-~ an mampu 
run~tkan peJa mempertahankan eksistensi dan 

pendapatan asli daey:an kepad.a masyarakat serta meningkatkan 

Daerah Bengkulu· .r Yang bersumber dari PT. Bank Pembangunan 

(2) Untuk mencapai tu·uan . 

Penyertaan Modal lJD seba~aunana dimaksud pada ayat (1) 

ekonomis. aerah dilaksanakan berdasarkan prinsip 

BABm 

PENYERTAAN MODAL DAERAH 

Pasal3 

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong telah melakukan penyertaan 

modal pada Pf. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sampai 

dengan 1:ahun 2018 sebesar 15.150.000.000.- (Lima Belas Milyar 

Seratus Luna Puluh Juta Rupiah}; 

(2) Penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah 

Bengkulu Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditetapkan 

sebesar Rp. 25.000.000.000.- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) 

berdasarkan kemampuan keuangan daerah; 

BABIV 

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH 

Pasa14 

(1) Penan1bahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (2) dengan terlebih dahulu dianggarkan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran 

Pendapata.n dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong; 

(2) Penambahan penyertaan modal yang diberikan wajib terlebih dahulu 

dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah; 

(3) Analisis investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (2) 

dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah yang 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; 

(4) Pengelolaan anggaran penyerta.an modal dilaksanakan oleh Kuasa 

BUD. 



r · 
BABV 

IIAK DAN KEWAJJBAN 

PaaaJs 

(l} Pemerintah Daerah be 
Bank Pembangunan 

O 
rhak rnernperoleh bagian laba usaha dari PT. 

(2) PT. Bank Pemban aerah Bengkulu; 

modal sebag~~erah Daerah berhak menerima penyertaan 

(3) Hak Pemerintah D ud dalam Pasal 3; 

menjadi kewajiban a~ah sebagaimana djmaksud pada ayat (1) 

sebag&imana dimak · Bank Pembangunan Daerah Bengkulu 

Daerah. 
stid pada ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah 

BABVI 
BAGIAN LABA USAHA 

Pasal6 

Bagi~ _Iaba usaha dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang 

menJadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana climaksud dalarn Pasal 5 

dengan memperhatikan komposisi penyertaan modal dan peringkat 

pemegang saham. 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal7 

(1) Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum kepada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang menerima 

penyertaan modal daerah; 

{2} Pelaksanaan pembinaan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah; 

(3) Pelaksanaan pengawasan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang 

memiliki tugas dan wewenang dibidang pengawasan fungsional. 

BAB VIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal8 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal 

Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 



 

PaaaJ 9 

pcraturan Daerah ini rnuta· be 
• rlaku d 

. Pa a tanggaI diundangkan. 

Agar setiap orang mcngctah . 
peraturan Daerah ini dcngan Utnya, memerintahkan pengundangan 

J{abupaten Lebong. J)enempatannya rlalam Lembaran Daerah 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 27 Maret 2019 

1-BUPATI LEBOIIG, r 

;/H. ROSJOKSYAH 

Diundangkan di Tubei 

pada tanggal 27 Maret 2019 

PENJABAT SEKRE'l'ARIS DAERAH 

KABUPATEN LEBONG, 

DALMUJI SURANTO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 2 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG 

PROVINS! BENGKULU (2/16/2019). 



 

Paaa19 

Peraturan Daerah ini mulai b laku 
er pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang men tab . 

Peraturan Daerah m· · d ge umya, memerirltahkan pengundangan 

l engan penem tann rl 

Kabupaten Lebong. pa yaalam Lembaran Daerah 

Ditetapkan di Tubei 

pada tanggal 27 Maret 2019 

LEBONG, 

-

Diundangkan di Tubei 

pada tanggal 27 Maret 2019 

PEIJABAT SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LEBONG, 

<.... 

DALMUJI SURANTO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 2 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG 

PROVINS! BENGKULU (2/16/2019). 



 

Paaat 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 
pada tanggal diundangkan. 

Agru- setiap orang mengetahu. . 

Peraturan Daerah ini dengan pe mya, memenntahkan pengundangan 

Kabupaten Lebong. ,nempatannya dalain Lembaran Daerah 

Ditetapkan di Tubei 

pada tanggal 27 Maret 2019 

BUPATI LEBONG, 

Cap/Dto 

H. ROSJONSYAH 

Diundangkan di Tubei 

pada tanggal 27 Maret 2019 

PENJABAT SEKRETARJS DAERAH 

.KABUPATEN LEBONG, 

Cap/Dto 

DALldUJI SURANTO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 2 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG 

PROVINSI BENGKULU (2/16/2019). 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

/ 
»rs. SYABAHUL ADHA 

Nip. 19670321 198603 I 001 


